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Abstrak

Penelitian ini bersumber pada Putusan Perkara Register Nomor 150/ Pid.Sus/
2019/ PN. Kbm mengenai Penambangan Pasir llegal yang dilakukan oleh
terdakwa Sukadi, metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini
adalah metode pendekatan yuridis normatif, data yang digunakan adalah data
sekunder yang terdiri Peraturan Perundang-undangan yang relevan dan buku-
buku literatur. Penambangan yang dilakukan oleh manusia merupakan usaha
untuk pemenuhan kebutuhan hidupnya. Hanya saja, proses penambangan yang
dilakukan selama ini, cenderung menjadi usaha eksplorasi sumber daya alam
secara berlebihan yang pada akhirnya berdampak negatif bagi kelangsungan
hidup manusia itu sendiri. Undang- Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang
Pertambangan Mineral dan Batubara dimana Terdakwa merupakan orang yang
memanfaatkan pertambangan batu bara dan tidak mendapatkan hukuman
sebagaimana mestinya. Kesimpulan yang dapat ditarik dari penelitian ini yaitu
dalam Register Perkara Nomor 150/ Pid. Sus/ 2019/ PN. Kbm kurang tepat
dikarenakan hakim tidak mempertimbangkan fakta-fakta hukum dan keterangan
yang ada didalam maupun diluar persidangan dengan begitu diharapkan
penegak hukum lebih tepat dalam penerapan hukumnya.

Kata Kunci : Penambangan ilegal,batu bara, penerapan hukum hakim.
Abstract

This research is based on the case register Number 150 / Pid.Sus / 2019 / PN.
Kbm regarding lllegal Sand Mining conducted by the defendant Sukadi, the
approach method used in this study is the normative juridical approach, the data
used are secondary data consisting of relevant laws and regulations and
literature books. Mining carried out by humans is an attempt to fulfill their daily
needs. It's just that, the mining process that has been carried out so far tends to
be an excessive exploration of natural resources which in the end has a negative
impact on the survival of humans themselves. Law Number 4 of 2009 concerning
Mineral and Coal Mining in which the Defendant was a person who exploited coal
mining and did not receive the appropriate punishment. The conclusion that can
be drawn from this research is the indictment. A single indictment prepared by
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the Public Prosecutor in the Case Register Number 150 / Pid. Sus / 2019 / PN.
Kbm is not quite right where the author is of the opinion that the indictment
includes Article 158 of the Law of the Republic of Indonesia Number 4 of 2009
concerning Mineral and Coal Mining, the judge also did not consider legal facts
and information contained in or outside the trial.

Keywords : lllegal mining, coal, law enforcement.

A. PENDAHULUAN
Latar Belakang

Pertambangan adalah suatu kegiatan yang dilakukan dengan penggalihan
ke dalam tanah (bumi) untuk mendapatkan sesuatu yang berupa hasil tambang
(mineral, minyak, gas bumi, dan batubara) (Supramono, 2012). Proses
penambangan yang dilakukan selama ini, cenderung menjadi usaha eksplorasi
sumber daya alam secara berlebihan yang pada akhirnya berdampak negatif
bagi kelangsungan hidup manusia itu sendiri. Salah satu yang marak saat ini
adalah pertambangan tanpa izin. Pertambangan yang mengakibatkan berbagai
perubahan lingkungan antara lain perubahan bentang alam, perubahan habitat
flora dan fauna, perubahan struktur tanah, perubahan pola aliran air permukaan
dan air tanah dan sebagainya (Igbal, dkk, 2016).

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 yang diganti dengan Undang-
Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara,
pada Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang
Pertambangan Mineral dan Batubara merumuskan:

“‘Pertambangan adalah sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam

rangka penelitian, pengelolaan dan pengusahaan mineral atau batubara

yang meliputi penyelidikan umum, eksploitasi, studi kelayakan, kontruksi,
penambangan, pengelolaan dan pemurnian, pengangkutan dan
penjualan, serta kegiatan pascatambang.”

Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang
Pertambangan Mineral dan Batubara merumuskan:

“‘Mineral adalah senyawa anorganik yang terbentuk di alam, yang memiliki

sifat fisik dan kimia tertentu serta susunan kristal teratur atau gabungan

yang membentuk batuan, baik dalam bentuk lepas atau padu.”

Pasal 1 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009:
“‘Batubara adalah endapan senyawa organik karbonan yang terbentuk
secara alamiah dari sisa tumbuh-tumbuhan.”

Dalam penelitian ini penulis melakukan kajian terhadap putusan tentang
tindak pidana penambangan pasir ilegal dalam Putusan PN Kebumen Nomor 150
/Pid.Sus /2019/PN Kbm. Dalam Undang-Undang Republik Indonesia No. 4

Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara pada Pasal 1 poin 1
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dan Undang-Undang Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen No. 22 Tahun 2011
tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. Berdasarkan latar belakang
masalah tersebut penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul:
Tindak Pidana Penambangan Pasir llegal (Studi Kasus Putusan Nomor
150/Pid.Sus/2019/PN Kbm).

Rumusan Masalah

1. Bagaimana penerapan ketentuan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009
tentang Pertambangan Mineral dan Batubara terhadap pelaku
penambang illegal pada putusan Nomor 150/Pid.Sus/2019/PN.Kbm?

2. Bagaimana penerapan ketentuan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009
tentang Pertambangan Mineral dan Batubara terhadap pelaku
penambang illegal pada putusan Nomor 150/Pid.Sus/2019/PN.Kbm?

Metode Penelitian

1. Metode Pendekatan : Yuridis Normatif

2. Spesifikasi Penelitian : Perspektif

3. Sumber Data : Data Sekunder

4. Metode Pengumpulan Data : Studi Dokumen dan Studi
Kepustakaan

5. Metode Penyajian Data : Deskriptif Naratif

6. Metode Analisis Data : Normatif Kualitatif

B. PEMBAHASAN

1. Penerapan ketentuan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang
Pertambangan Mineral dan Batubara terhadap pelaku penambang llegal
pada putusan Nomor 150/Pid.Sus/2019/PN.Kbm

Pertambangan merupakan suatu penggalian atau pertambangan yang
berupa biji-biji atau batuan, mineral-mineral, diluar panas bumi, minyak dan
gas bumi, serta air tanah, pertambangan batubara merupakan
pertambangan endapan karbon yang terdapat didalam bumi, yang termasuk
batuan padat, gambut, dan batuan aspal. Landasan utama yang menjadi
prinsip acuan pengembangan sektor pertambangan dalam hal
pembangunan adalah Pasal 33 Ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyebutkan bahwa Bumi dan air dan
kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan
dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, dikuasai oleh
negara memaknai hak penguasaan negara atas aset kekayaan alam
termasuk pertambangan dalam putusan Nomor 150/ Pid. Sus/ 2019/ PN.
Kbm, Terdakwa melanggar Pasal 158 Undang - Undang Nomor 4 Tahun
2009 Tentang Penambangan Mineral dan Batubara.

Pasal 158 Undang - Undang Pertambangan yang merumuskan sebagai

berikut:
“Setiap orang yang melakukan usaha penambangan tanpa IUP, IPR
atau I[UPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37, Pasal 40 Ayat (3),
Pasal 48, Pasal 67 Ayat (1), Pasal 74 Ayat (1) atau Ayat (5) dipidana
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dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling
banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).”

Dapat diartikan pasal 158 merumuskan bahwa seseorang yang

melanggar pasal 37 yang merumuskan:
IUP diberikan oleh:

a. Bupati atau Walikota apabila WIUP berada disatu wilayah Kabupaten
atau Kota;

b. Gubernur apabila WIUP berada pada lintas wilayah Kabupaten atau
Kota dalam satu Provinsi 1 (satu) Provinsi setelah mendapatkan
rekomendasi dari Bupati atau Walikota setempat, sesuai ketentuan
peraturan perundang-undangan;

c. Menteri apabila WIUP berada pada lintas wilayah Provinsi setelah
mendapatkan rekomendasi dari Gubernur dan Bupati atau Walikota
setempat sesuai dengan ketentuan peratuan perundang-undangan.

Selanjutnya yang dimaksud Pasal 40 Ayat 3 yang merumuskan:
“‘Pemegang IUP yang bermaksud mengusahakan mineral lain
sebagaimana dimaksud Ayat 2 wajib mengajukan permohonan IUP
baru kepada menteri, Gubernur, dan Bupati atau Walikota sesuai
dengan kewenangannya.”

Pasal 48 merumuskan:
IUP Operasi produksi diberikan oleh :

a. Bupati atau Walikota apabila lokasi penambangan, lokasi
pengolahan dan pemurnian serta pelabuhan berada didalam satu
wilayah Kabupaten atau Kota;

b. Gubernur apabila lokasi penambangan, lokasi pengelolaan dan
pemurnian serta pelabuhan berada didalam wilayah Kabupaten
atau Kota yang berada setelah mendapatkan rekomendasi dari
Bupati atau Walikota setempat sesuai dengan ketentuan
pertauran perundang- undangan, dan;

c. Menteri apabila lokasi penambangan, lokasi pengelolaan dan
pemurnian serta pelabuhan berada diwilayah Provinsi yang
berada setelah mendapatkan rekomendasi dari Gubernur dan
Bupati atau Walikota setempat sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.

Selanjutnya Pasal 67 Ayat 1 yang merumuskan:
“‘Bupati atau Walikota memberikan IPR terutama kepada penduduk
setempat atau baik perseorangan maupun kelompok masyarakat dan
atau operasi.”
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Pasal 74 ayat 1 yang merumuskan:
‘IUPK diberikan oleh menteri dengan memperhatikan kepentingan
daerah. Selanjutnya yang dimaksud Pasal 74 Ayat 5 yang
merumuskan :
Pemegang IUPK sebagaimana dimaksud pada Ayat 2 dapat
dinyatakan tidak berminat untuk mengusahakan mineral lain yang
ditemukan tersebut.”

Diartikan bahwa penambangan mineral dan batubara harus memiliki
izin dari pemerintah setempat dan apabila dilakukan secara ilegal dapat
dikenakan sanksi yang tegas seperti yang terdapat dalam Putusan
Perkara Nomor 150/ Pid. Sus/ 2019/ PN. Kbm dimana terdakwa Sukadi
melakukan penggalihan pasir tanpa yang izin bertujuan untuk diperjual
belikan, didalam Pasal 158 Undang - Undang Nomor 4 Tahun 2009 dirasa
kurang tepat apabila digunakan Jaksa Penuntut Umum untuk mendakwa
kan terdakwa terkait Tindak Pidana Penambangan Pasir tersebut, dimana
menurut penulis lebih tepat jika di junto kan dengan Pasal 171 Peraturan
Daerah Nomor 22 Tahun 2011.

Ketentuan Pasal 33 Ayat (3) Undang - Undang Negara Republik
Indonesia Tahun 1945 untuk dapat menjamin kesejahteraan bangsa
Indonesia dalam pengelolaan serta pemanfaatan yang berbunyi, “Bumi,
air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh
negara dan digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat”. Hak
penguasaan negara itu berisi wewenang untuk mengatur, mengurus, dan
mengawasi pengelolaan serta berisi kewajiban untuk mempergunakan
sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat.

Penguaasan oleh negara diselenggarakan oleh pemerintah.
Penguasaan tersebut terbagi berdasarkan wilayah-wilayah di Indonesia.
Pembagian wilayah-wilayah tersebut tercantum dalam Pasal 18 Ayat (1)
Undang - Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang
merumuskan :

“‘Negara Kesatuan dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah

provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi,

kabupaten, dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah yang diatur
dengan undang-undang”.

Selanjutnya, Pasal 18 Ayat (2) Undang-Undang Negara Republik
Indonesia Tahun 1945 yang merumuskan :
“Pemerintahan daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota mengatur
dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan
tugas pembantuan”.
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Kewenangan yang diberikan kepada pemerintah daerah untuk dapat
mengatur serta mengurus sendiri daerahnya, dalam Putusan Perkara
Nomor 150/ Pid. Sus/ 2019/ PN. Kbm dengan perkara Pertambangan
Mineral dan Batubara yaitu berupa pasir yang diambil secara ilegal sudah
diatur didalam peraturan daerah dalam Perda Nomor 22 Tahun 2011,
dalam prakteknya, sering sekali terdapat pertentangan berkaitan dengan
kepemilikan kewenangan antara pemerintah provinsi dengan pemerintah
kabupaten/kota, seperti dalam kewenangan dalam penerbitan izin
pertambangan, dimana dengan berjalannya waktu, maka Undang -
Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah mengalami
perubahan yang bertujuan untuk menjadi jalan keluar dari pertentangan
yang timbul dalam masyarakat maka dikeluarkanlah Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah. Pasal 14 pada
Ayat (1) dalam undang - undang yang terbaru, yaitu: Undang - Undang
Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang merumuskan:

“Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan bidang kehutanan, kelautan,
serta energi dan sumber daya mineral dibagi antara Pemerintah Pusat
dan Daerah Provinsi”.

Berdasarkan hal tersebut, pemerintah kabupaten/kota tidak lagi
diberi kewenangan untuk menerbitkan izin pertambangan dikarenakan
telah beralih menjadi kewenangan pemerintah pusat, dalam hal
penerbitan izin pertambangan yang awalnya menjadi kewenangan
pemerintah kabupaten/ kota, sekarang menjadi kewenangan pemerintah
provinsi serta, kewenangan yang dahulu dimiliki oleh Bupati/ Walikota
dalam hal pembinaan dan pengawasan ditiadakan dengan berlakunya
Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah
dalam Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan
Daerah. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Tentang
Pembagian Urusan Pemerintahan, Pemerintah Daerah Provinsi, dan
Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota menyebutkan bahwa
kewenangan pemberian izin pertambangan dibagi antara pemerintah,
pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota. Penjelasan tersebut
telah diperjelas pula dalam Undang - Undang Nomor 4 Tahun 2009
Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, yang mengatur dengan
jelas mengenai pembagian kewenangan pemberian izin pertambangan.

Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan
Daerah, maka terdapat disharmonisasi atau konflik norma antara Undang
- Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan
Batubara dengan Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang
Pemerintahan Daerah mengenai kewenangan pemerintah daerah,
khususnya dalam mengelola kegiatan usaha pertambangan mineral dan
batubara serta mengenai pemberian izin. Konflik norma yang terjadi
mengakibatkan praktik hukum yang bermasalah, telah terlihat jelas telah
terjadi pengambilalihan.

Pelaksanaan bila melihat pada prinsip-prinsipnya dengan
bergantinya undang-undang pemerintahan daerah saat kewenangan
dalam memberikan izin usaha pertambangan pada tingkat Kabupaten/
Kota ditarik atau dihilangkan ialah karena banyaknya izin yang dikeluarkan
oleh pemerintah kepada pengusaha tambang, namun pendapatan yang
akan diserahkan kepada negara itu tidak sebanding dengan izin yang
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telah dikeluarkan, dengan begitu terjadi hal-hal yang tidak seharusnya dan
dianggap merugikan negara, terlebih untuk sektor pertambangan sendiri
memiliki potensi yang banyak di Indonesia, terlebih di Kabupaten
Kebumen itu sendiri, dalam Pasal 8 jelas dahulu sebelum terbit dan
berlakunya Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang
Pemerintahan Daerah, pada tingkat Kabupaten/Kota.

Prosedur untuk memperoleh perizinan baik sebelum maupun setelah
terbitnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tetap sama yaitu,
mengacu pada Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang
Pertambangan Mineral dan Batubara, ketika masyarakat atau perusahaan
ingin melakukan usaha di bidang tambang harus melalui 3 (tiga) tahapan
yaitu:

1. Penetapan Wilayah Usaha Pertambangan;
2.1zin Usaha Pertambangan Eksplorasi; dan
3. 1zin Usaha Pertambangan Hasil Produksi.

Berkaitan dengan jenis atau potensi pertambangan di Kebumen itu
sangat banyak, namun sebagian besar itu adalah pertambangan batuan
dan bukan logam. Walaupun tetap ada pertambangan dengan jenis
logam, di daerah Kebumen yang dilakukan oleh Terdakwa Sukadi,.
Komoditas pertambangan itu sendiri memiliki banyak macam seperti
komoditas batuan, komoditas bukan logam, komoditas logam.

Berdasarkan Pasal 39 Ayat (1) mengenai Izin Usaha Pertambangan

Eksplorasi itu sendiri memuat hal-hal yang perlu ada dalam suatu
dokumen ketika ingin memperoleh izin, seperti nama perusahaan, lokasi
dan luas dari perusahaan, rencana-rencana yang akan dilakukan selama
usaha pertambangan dilaksanakan baik itu sebelum dan setelah
melakukan penambangan, mengurusi hal-hal yang bersifat administratif
seperti pajak dan membayarkan sejumlah uang iuran, dan memperhatikan
analisis dampak lingkungan sebagai akibat dari wilayah yang akan
digunakan untuk usaha pertambangan itu sendiri. Pasal 158 Undang -
Undang Nomor 4 Tahun 2009 dengan Perda Nomor 22 Tahun 2011 yang
menjadi perbedaan ialah di dalamnya terdapat mengenai bagaimana cara
penyelesaian permasalahan yang akan timbul di kemudian hari bila terjadi
sengketa, hal yang bersifat untuk keamanan dengan memperhatikan
keselamatan dan kesehatan kerja dari orang-orang yang akan terlibat
dalam usaha pertambangan dan mengenai penguasaan, pengembangan,
penerapan teknologi dalam pertambangan mineral atau batubara.

2. Dasar pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana
dalam putusan Nomor 150/Pid.Sus/2019/PN.Kbm
Akhir dari seluruh proses persidangan adalah pengambilan keputusan
Hakim, atau sering disebut juga putusan, yang dimana merupakan hasil atau
kesimpulan dari sesuatu yang telah dipertimbangkan dan dinilai dengan
pertimbangan hakim yang dapat berbentuk tertulis maupun lisan, artinya
hasil akhir dari suatu putusan atau perkara adalah putusan hakim yang
dimana mengandung pertimbangan-pertimbangan hukum sesuai dengan
hasil persidangan, serta untuk menguji ketepatan pengklasifikasian suatu
putusan sebagai yurisprudensi, hakim sebagai pedoman keadilan
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berkewajiban dan berperan aktif dalam menjatuhkan putusan sebagai profesi

seorang hakim (Rifai, dkk, 2004).

Putusan No. 150/ Pid. Sus/ 2019/ PN.Kbm dimana hakim memiliki
pertimbangan bahwa Terdakwa terbukti bersalah Terdakwa melakukan
penambangan pasir ilegal tersebut tidak memiliki 1zin Usaha Penambangan,
Izin Usaha Penambangan Rakyat atau Izin Usaha Penambangan Khusus,
dengan demikian unsur ketiga memang telah terpenuhi sesuai didalam Pasal
158 Undang - Undang RI Nomor 4 Tahun 2019, bahwa Terdakwa melakukan
usaha penambangan tanpa Izin Usaha Penambangan, akan tetapi dalam hal
ini Terdakwa melakukan secara sengaja atau merupakan delic dolus bukan
culpa, dilihat melalui fakta-fakta hukum yang ada dipersidangan, dimana
delic dolus yang seharusnya lebih tepat diterapkan menggunakan Peraturan
Dareah Nomor 22 tahun 2011 Tentang Pertambangan Batubara dan Mineral,
dimana perbuatan Terdakwa diatur secara tepat didalam Pasal tersebut.

Unsur sengaja sebagaimana dimaksud adalah seseorang dimana
dengan secara sadar bahwa ia telah melakukan tindak pidana, dalam hal ini
penulis berpendapat bahwa unsur tersebut tidak sesuai diterapkan
dikarenakan didalam fakta-fakta hukum telah dijelaskan bahwa Terdakwa
melakukan penambangan pasir secara ilegal dan Terdakwa juga tidak
mengurus surat izin usaha pertambangan sehingga terkena operasi
penambangan pasir yang berada di Dk. Kalipenggung Rt 01 Rw 04, Desa
Karangrejo Kecamatan Karanggayam, Kabupaten Kebumen.

Pertimbangan hakim yang bersifat yuridis dan pertimbangan hakim
yang bersifat non yuridis.

a. Pertimbangan yuridis adalah pertimbangan hakim yang didasarkan pada
faktor-faktor yang telah terungkap di dalam persidangan dan oleh Undang-
Undang telah ditetapkan sebagai hal yang harus dimuat dalam putusan.
Pertimbangan yang bersifat yuridis tersebut diantaranya:

1) Dakwaan Penuntut Umum

Dakwaan yang dibuat oleh Jaksa Penuntut Umum menggunakan

Dakwaan tunggal dimana pasal yang digunakan 158 Undang -

Undang Rl Nomor 4 Tahun 2009.

2) Tuntutan Pidana

Tuntutan pidana yang dibuat oleh Jakasa Penuntut Umum berupa

tuntutan 3 bulan dengan denda 1.000.000 (satu juta rupiah) Pasal 184

Ayat (1) KUHAP huruf (e) memuat bahwa keterangan Terdakwa

digolongkan sebagai alat bukti. Keterangan Terdakwa adalah apa

yang dinyatakan Terdakwa di sidang tentang perbuatan yang ia
lakukan atau yang ia ketahui sendiri atau yang ia alami sendiri, hal ini
telah diatur dalam Pasal 189 KUHAP.

3) Pasal-pasal dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 158

Undang - Undang RI Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan

Mineral dan Batubara
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b. Pertimbangan non yuridis yang terdiri dari latar belakang perbuatan
Terdakwa, kondisi ekonomi Terdakwa, ditambah hakim haruslah meyakini
apakah Terdakwa melakukan perbuatan pidana atau tidak sebagaimana
yang termuat dalam unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan
kepadanya.

Proses pemeriksaan di persidangan selesai dilakukan, sudah
semestinya hakim mengambil keputusan terhadap perkara yang sedang
dihadapi. Putusan hakim atau putusan pengadilan merupakan aspek
penting dan diperlukan dalam menyelesaikan perkara pidana.

Pasal 1 angka 11 KUHAP yang merumuskan :

‘Putusan pengadilan adalah pernyataan hakim yang diucapkan dalam
sidang pengadilan terbuka yang dapat berupa pemidanaan atau bebas
atau lepas dari segala tuntutan hukum dalam hal serta menuruti cara
yang diatur dalam Undang-Undang ini”.

Mengenai putusan apa yang akan dijatuhkan pengadilan,
tergantung pada hasil mufakat musyawarah hakim berdasarkan penelitian
yang mereka peroleh dari surat dakwaan yang telah dihubungkan dengan
semua yang telah terbukti dalam pemeriksaan di pengadilan. Berdasarkan
Pasal 183 jo Pasal 184 KUHAP, pembuktian harus didukung dengan
minimal dua alat bukti yang sah dan keyakinan hakim. Alat bukti yang sah
tersebut telah diatur secara limitatif dalam Pasal 184 Ayat (1) KUHAP,
diantaranya ialah keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan
keterangan terdakwa, hakim saat menjatuhkan putusan dalam kasus
Perkara Nomor: 150/ Pid. Sus/ 2019/ PN. Kbm yang dalam dakwaanya
bermaksud hendak menguntungkan diri sendiri dengan melawan hukum,
baik dengan melakukan penambangan pasir secara ilegal tersebut
dilakukan terdakwa dengan cara melakukan penjualan pasir kepada
masayarkat yang membutuhkan untuk pembangunan rumah, pembuatan
jalan aspal dan lain- lain.

Dakwaan yang telah diberikan kepada Terdakwa ditambah dengan
alat bukti yang diantaranya yaitu keterangan saksi yang telah dihadirkan
di persidangan serta barang bukti lainnya, berdasarkan hal tersebut hakim
menyatakan perbuatan yang dilakukan terdakwa tersebut sesuai dan
memenuhi unsut-unsur dari Pasal 362 KUHP, sehingga terdakwa
dinyatakan terbukti perbuataan yang telah didakwakan kepadanya.
Tedakwa telah terbukti melakukan perbuatan yang didakwakan
kepadanya maka hakim menjatuhkan hukuman pidana kepada terdakwa
selama 1 (satu) bulan 20 hari. Dakwaan kesatu dalam perkara ini terdakwa
di duga melanggar Pasal 362 KUHP dan atau kedua melanggar Pasal 378
KUHP, sehingga dalamperkara ini hakim mempertimbangkan unsur -
unsur yang terdapat dalam dakwaan yang diberikan kepada Terdakwa
yang diantaranya:
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a. Unsur : Setiap Orang
Menunjuk pada manusia sebagai subyek hukum atau pelaku pidana.
Subyek pidana adalah manusia yang di jelaskan dalam Pasal 59 KUHP.
b. Unsur : Melakukan usaha penambangan tanpa izin usaha
pertambangan, izin pertambangan rakyat atau izin pertambangan
khusus.

Berdasarkan hasil rumusan masalah nomor satu pemeriksaan
terhadap unsur-unsur diatas, dalam kasus ini dapat diketahui bahwa yang
menjadi dasar pertimbangan hakim dalam pasal ini adalah Subyek hukum
yang berupa orang atau badan hukum atau bisa disebut dengan “pelaku”
yang dapat dimintakan pertanggungjawaban dari tindakan yang telah
dilakukan.

Unsur "setiap orang” yang kongruen (sama dan sebangun) dengan
terminologi kata "barang siapa". Kata setiap orang disini merupakan setiap
orang atau pribadi yang merupakan subyek hukum yang melakukan suatu
perbuatan pidana atau subyek pelaku dari pada suatu perbuatan pidana
yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas segala tindakannya.

Terkait mengenai putusan hakim pengadilan negeri kebumen pada
tingkat pertama dalam mempertimbangkan hukumnya dalam Putusan
Register N0.150/ Pid. Sus/ 2019/ PN. Kbm, dimana Terdakwa divonis
dengan hukuman penjara 1 bulan 20 hari dan denda Rp. 500.000., (Lima
Ratus Ribu Rupiah) sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini
maka apabila Terdakwa tidak bisa membayar denda tersebut, maka
kepada Terdakwa dijatuhi juga pidana kurungan sebagai pengganti
denda.

Ketentuan dalam Pasal 158 Undang - Undang Republik Indonesia
Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara,
dalam Putusan Register No0.150/ Pid. Sus/ 2019/ PN. Kbm memiliki
beberapa penasfiran hukum dimana dalam dakwaan subsidair
menggunakan Peraturan Pemerintah dimana memiliki aturan hukum yang
sama dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa, yang akan
uraikan dalam paragraf berikut ini:

Menurut penulis didalam pertimbangan hukum hakim, hakim tidak
mempertimbangkan fakta - fakta hukum didalam persidngan, yang
menyebutkan bahwa Terdakwa tidak ada itikad baik mengurus surat izin
usaha pertambangan, Mahkamah Agung telah menegaskan melalui
sejumlah aturan, misalnya: SEMA Nomor 1 Tahun 2000, tanggal 30 Juni
2000 Tentang Pemidanaan Agar Setimpal dengan Berat dan Sifat
Kejahatannya; SEMA Nomor 3 Tahun 2001 tanggal 20 Agustus 2001
tentang Perkara - Perkara Hukum yang Perlu Mendapat Perhatian, dan
SEMA Nomor 10 Tahun 2005 tertanggal 27 Juni 2005 Tentang Bimbingan
dan Petunjuk Pimpinan Pengadilan Terhadap Hakim/Majelis Hakim dalam
Menangani Perkara.

Dasar pertimbangan hukum Terdakwa Sukai yang terdapat

didalam putusan Registrasi Perkara Nomor 150/ Pid. Sus/ 2019/ PN. Kbm,
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memiliki beberapa dasar pertimbangan diantara lainnya yaitu: pertama,
perbutan atau tindak pidana yang dilakukn adalah bukan merupakan delic
yang disengaja yaitu dengan sengaja tidak mengurus izin usaha
pertambangan, izin pertambangan rakyat, izin pertambangan khusus;

Terhadap putusan tersebut mengingat, tuntutan denda Rp
1.000.000;00 (Satu Juta Rupiah) akan tetapi Majelis Hakim hanya
mengabulkan denda 500.000;00 (Lima Ratus Ribu Rupiah) ,maka Penulis
berkeyakinan bahwa berdasarkan pertimbangan hukum Majelis Hakim
yang berhubungan dengan dakwaan, acara pembuktian, dan tuntutan
disinyalir kurang tepat dan sempurna, maka dari itu menurut pendapat
penulis lebih tepat menggunakan Pasal 171 Peraturan Dareah Kebumen
Nomor 2 Tahun 2011 lebih tepat dan sempurna, mengingat berdasarkan
keterangan saksi, saksi ahli, barang bukti, petunjuk dan keterangan
terdakwa.

Sejalan dengan hal tersebut sesungguhnya Mahkamah Agung
telah menegaskan melalui sejumlah aturan, misalnya: SEMA Nomor 1
Tahun 2000, tanggal 30 Juni 2000 Tentang Pemidanaan Agar Setimpal
dengan Berat dan Sifat Kejahatannya; SEMA Nomor 3 Tahun 2001
tanggal 20 Agustus 2001 tentang Perkara - Perkara Hukum yang Perlu
Mendapat Perhatian, dan SEMA No. 10 Tahun 2005 tertanggal 27 Juni
2005 Tentang Bimbingan dan Petunjuk Pimpinan Pengadilan Terhadap
Hakim/ Majelis Hakim dalam Menangani Perkara. Seorang hakim
diperlukn visi yang jauh kedepan, wawasan yang luas, hal-hal tersebut
sangat membantu Hakim dalam melakukan analisis terhadap kasus yang
ditanganinya, dengan analisis yang baik, seorang hakim diharapkan dapat
membuat putusan yang baik.

Menurut pendapat penulis bahwa setiap pelanggaran atau
kejahatan seperti Terdakwa Sukadi harus diproses secara hukum dengan
tujuan untuk memperoleh kepastian hukum untuk memperoleh manfaat
hukum, untuk menciptakan kesadaran hukum, disiplin hukum dan tertib
hukum Jaksa Penuntut Umum , penulis juga berpendapat bahwa, Jaksa
Penuntut Umum dan Terdakwa dapat mengajukan banding , apabila
dirasa putusan kurang maksimal mengenai tindak pidana dalam Registrasi
Perkara Nomor 150/ Pid. Sus/ 2019 / PN. Kbm, akan tetapi Terdakwa
sudah menerima putusan yang Hakim berikan dan Jaksa Penuntut Umum
juga menerima, dari hal tersebut juga dapat ditarik kesimpulan bahwa jika
Terdakwa mengajukan banding akan terjadi kekawatiran putusan Hakim
tingkat pertama dapat dinyatakan bebas meskipun sudah memenuhi rasa
keadilan bagi Terdakwa sendiri, karena memenuhi unsur delic dolus, atau
mungkin akan diberatkan pada hukuman administrasi karena
bagaimanapun tindak pidana delic dolus mendapatkan hukuman yang
sesuai dengan tindak pidanaya agar Terdakwa mendapatkan hukuman
yang sesuai dan tidak menimbulkan penafsiran negatif dimasyarakat
terhadap hukum itu sendiri, hukuman yang sesuai untuk Terdakwa Sukadi
didalam putusan Nomor 150/Pid.Sus/2019/PN.Kbm berupa penjara 1
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bulan 20 hari dan denda Rp. 500.000;00 (Lima Ratus Ribu Rupiah).
Menurut pendapat penulis hukuman yang diterima Terdakwa Sukadi
kurang tepat dikarenakan tidak sesuai dengan Pasal 158 Undang- Undang
nomor 4 tahun 2009 tentang Penambangan Mineral dan Batu Bara jo
Pasal 362 KUHP, perbuatan Terdakwa sudah merugikan negara dan aset
daerah setempat yang seharusnya mendapatkan pemasukan dari ijin
pertambangan

PENUTUP

1. Kesimpulan
Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai penambangan
mineral dan batubara yang dilakukan oleh Terdakwa Sukadi dalam perkara
register Nomor 150/ Pid. Sus/ 2019/ PN. Kbm maka dapat disimpulkan sebagai
berikut:

a. Penerapan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 mengenai
Penambangan mineral dan batubara terhadap pelaku penambangan
ilegal dalam register 150/Pid.Sus/2019/PN. Kbm kurang tepat
dikarenakan terkait penambangan ilegal terdapat peraturan yang lebih
tepat yang dirasa dapat dijuntokan yaitu PERDA Kebumen 22 Tahun 2011
tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara, dan berdasarkan Asas-
asas yang berlaku dalam penambangan batubara yang ditetapkan dalam
Undang - Undang Nomor 4 Tahun 2009 hanya memenuhi Asas Manfaat,
Keadilan, dan keseimbangan serta Asas Partisipatif, Transparansi, dan
Akuntanbilitas. Dengan Teori Teleologis (tujuan) memandang bahwa
pemidanaan bukan sebagai pembalasan atas kesalahan terdakwa tetapi
sarana mencapai tujuan yang bermanfaat untuk melindungi masyarakat
menuju kesejahteraan masyarakat.

b. Penerapan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 mengenai
Penambangan mineral dan batubara terhadap pelaku penambangan
ilegal dalam register 150/Pid.Sus/2019/PN. Kbm kurang tepat
dikarenakan terkait penambangan ilegal terdapat peraturan yang lebih
tepat yang dirasa dapat dijuntokan yaitu PERDA Kebumen 22 Tahun 2011
tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara, dan berdasarkan Asas-
asas yang berlaku dalam penambangan batubara yang ditetapkan dalam
Undang - Undang Nomor 4 Tahun 2009 hanya memenuhi Asas Manfaat,
Keadilan, dan keseimbangan serta Asas Partisipatif, Transparansi, dan
Akuntanbilitas. Dengan Teori Teleologis (tujuan) memandang bahwa
pemidanaan bukan sebagai pembalasan atas kesalahan terdakwa tetapi
sarana mencapai tujuan yang bermanfaat untuk melindungi masyarakat
menuju kesejahteraan masyarakat.

2. Saran
Dari simpulan yang telah penulis paparkan diatas, maka terdapat
beberapa saran yang diharapkan dapat bermanfaat bagi para pihak ataupun
khalayak umum yaitu:
a. Dalam pembuatan ljin Usaha Pertambangan (IUP) untuk dimudahkan
dalam proses pembuatan dan lebih efisien agar masyarakat yang akan
melakukan usaha penambangan dapat memiliki ijin usaha pertambangan
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tersebut dan tidak ada lagi masyarakat yang melakukan penambangan
pasir ilegal, serta perlunya sosialisasi tentang pentingnya pemilik
penambangan mempunyai ljin Usaha Pertambangan guna melakukan
usahanya.

b. Dalam pembuatan ljin Usaha Pertambangan (IJUP) untuk dimudahkan
dalam proses pembuatan dan lebih efisien agar masyarakat yang akan
melakukan usaha penambangan dapat memiliki ijin usaha pertambangan
tersebut dan tidak ada lagi masyarakat yang melakukan penambangan
pasir ilegal, serta perlunya sosialisasi tentang pentingnya pemilik
penambangan mempunyai ljin Usaha Pertambangan guna melakukan
usahanya.
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